
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 37 SERI C

BUPATI  BANJARNEGARA
PERATURAN  BUPATI  BANJARNEGARA

NOMOR 666 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR KEPADA DESA
GUMIWANG KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN

BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Kerjasama antara Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II Banjarnegara
Kecamatan Purwanegara dengan Desa Gemiwang
Kecamatan Purwanegara tentang Bagi Hasil
Retribusi Pasar tanggal 19 April 1993, maka
dipandang perlu diatur Pemberian Bagi Hasil
Retribusi Pasar Kepada Desa Gumiwang Kecamatan
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 99);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 106);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 473 Tahun
2010 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah
Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010
Nomor 20 Seri C);

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BAGI
HASIL RETRIBUSI PASAR KEPADA DESA
GUMIWANG KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Besarnya bagi hasil retribusi pasar untuk Desa Gumiwang Kecamatan
Purwanegara adalah sebesar 40% dari realisasi pendapatan retribusi
pasar Desa Gumiwang.
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Pasal 2

Atas penerimaan bagi hasil Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :
1. Penerimaan bagi hasil Retribusi Pasar masuk dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Penggunaan bagi hasil Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada

angka 1 Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa; dan
3. Desa berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban

dan kebersihan Pasar Gumiwang.

Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati
ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2010 tentang Pemberian Bagi Hasil
Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa Di Kabupaten Banjarnegara,
sepanjang yang mengatur pemberian bagi hasil retribusi pasar kepada
Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
dinyatakan dicabut dan / atau tidak berlaku.
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Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24-11-2010

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

D J A S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 37 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24-11-2010
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
S Y A M S U D I N
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